
Menteri Perencanran Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanarn Pembangunan Nasional

SATINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 1 O5IM.PPN/HK/O 6 / 20 1 5

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATTGIS MOMTORING

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2015-2019

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang a. bahwa dalam RPJMN 2015-2019 telah diidentifikasi aruh dan ruang
lingkup penataan kelembagaan untuk mendukung prioritas
pembangunan nasional;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan

nasional sebagarmana teftuang dalam agenda prioritas (Nawacita)

RPJMN 2Ol5-2O1,9, perlu dllakukan penguatan kerungka
kelembagaan instansi pemerintah di pusat dan daerah yang selaras

dan mampu menterjemahkan strategi pembangunan secara

implementatif;

c. bahwa berdasarkan pertimban1an sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring
P elaksanaan Kebij aka n P enataan Kelembagaan D alam RPJMN 20 I 5 -

2019;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercanttm dalam

Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota

Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebijakan

P enataan Kelemb agaan D alam RPJMN 2 O 1. 5 - 2 O 1. I ;

Mengingat 1. Llndang-lJndang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. tJndang-undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Petbendaharaan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5 ., T amb ahan lr-mb aran Negara Republi k I ndonesia Nomor 4 3 5 5) ;

3. Undang-Undang.
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lrmbarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentanS Pemerintahan

Daerah (kmbaran NeSara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587);

5. rJndang-Undang Nomor 27 Tahm 2Ol4 tentanr Ar.&Saran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2075 (I,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 259, Tambahan
l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana

telah diubah dengan Undan g-Undang Nomor 3 Tahun 2O75
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 44,

Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

6. Peratluran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata C^ra

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NeSara;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian NeSara;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2075 tentan8 Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentzng Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

lO. Peraturan Menteri Negara Petencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor

PER. 005/M.PPN / 70/ 2OO7 tentang OrSanisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah bebetapa

kali diubah, terakhir kali dengan Peratrran Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangllan
Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

17. Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor

1 Tahun 201,2 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Pemantatan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MNNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN

DALAM RPJMN 2015-2O19.

Menetapkan

PERTAMA: . ..
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PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Monitoring Pelaksanaan Kebljakan

Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2075-2079, untuk selanjutnya

disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan

sebagaimanatercantumdalaml,ampitanKeputusanini.

Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab,
Tim Pelaks ana dan T enaga Pendukung.

Tim Pengarahbertugas:

a. memberikan arahankebljakan dalam tangka Koordinasi Monitoring
pelaksanaan Kebljakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN 2015-

2079 yangleblh efektif, efisien;

b. melakukan pefiemuanberkala atau insidental untuk membahas isu-

isu strategis yang terkait Monitoring Pelaksanaan Kebliakan

P enataan Kelembagaan D alam RPJMN 20 7 5 - 20 1 9;

c. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan

memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas

per masalahan pelaks anaan ke gratan.

penanggung Jawab bertugas bertanggung iawab atas pelaksanaan

koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secata

berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Pelaksanabefiugas:

a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka inventarisasi

kebljakan nasional terkait dengan Pelaksanaan Kebrjakan Penataan

Kelembagaan D alam RPJMN 20 I 5 - 20 1 I ;

b. melakukan pertemuan dan diskusi dengan internal dan eksternal

kementerian/lembaga, narasvmber, stakeholders terkait lainnya

dalam rangka mendapatkan masukan, membahas isu strategis dan

me mpe rtaj am re kome ndasi keblj akan u n tuk P elaks anaan Keb ij akan

Penataan Kelembagaan D alam RPJMN 20 1 5 - 20 1 9;

c. menyusunan dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan

rencana kerja Tim;

d. melakukan pencaflan ) pengumpulan, dan penyusuna n bahan, data,

dan informasi yanl dibutuhkan, termasuk wawancata dengan

plhak-plhak yang terkait terutama pejabat dan natasumbet yang

melaksanakan Kebijakan Penataan Kelembagaan Dalam RPJMN

2075-2019;

e. melakukan analisis dan menyusun rumusan rekomendasi alternatif

untuk pelaksanaan Kebliakan Penataan Kelembagaan dalam RPJMN

2015-2019 yang lebrh efektif, efisien, dan implementatif, dan

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengatah

melalui P enanggung J aw ab Kegiatan.

KEENAM



Salinan sesuai dengan aslinYa

Kepala Biro Hukum,
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2075

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDRINOFA. CHANIAGO

d-
ou,i,{unEmmv Su

KEENAM : Ten ga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumptlan
data dan informasi, dan menyiapkan dan menSolah bahan untuk
perumusan rekomendasi kebijakan;

b. melaksanakan tugas kesekretatiatan dan tugas lain yang diberikan

oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas Tim

Koordinasi Strategis drbebankan pada Anggatan Pendapalan dan Belanja

NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 201'5.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkzn, dan betlaku surut sejak

tanggal 2 Januari 2O75.
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SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 1O5IM.PPN/HK/O6 / 20 15
TANGGAL29 JUNI 2015

SUSUNAN IGANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS MONTIORING

PELAKSANAAN KEBUAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAI,AM RPJMN 2075.2019

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

PENANGGUNGJAWAB

TIM PELAKSANA

Ketua

AnS8ota

B.

C.

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Sekretaris Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Deputi Bidang Kelembagaan dan
Tatalaksana, Kementerian Penday agunaan
AparatrLr Negara dan Reformasi Birokrasi;

4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah,, Kementerian Dalam Negeri;

5. Deputi Bidang lnovasi Administrasi NeSara,
Lembaga Administrasi Negara;

6. Sekretaris Jenderul Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan

Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/

Bappenas.

Kasubdit Bidang Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan, Direktorat Apatatu,t NeSata,

Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan

Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Politik dan Komunikasi,

Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Pusat Inovasi Tata Pemeintahan,
Irmbaga Administrasi NeSara;

4. Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi

Pelaksanaan Kelembagaan I, Kementerian

Pendayagunaan Aparatut NeSara dan

Reformasi Birokrasi;

wakil Ketua

5. Asisten ..
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5. Asisten Deputi Perumumn Kebijakan
Kelembagaan dan T atalaksana, Kementerian
Pendayagunaan Aparutur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

6. Direktur Perencanaan Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

7. Kasubdit Pengembangan SDM Aparatur,
Direktorat Aparatur Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Kasubdit PenSa\Masan dan Akuntabilitas,
Direktorat Aparata]J.r Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;

9. Dr.lr. Deddy Supriady Bratakusumah, BE,
MURP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Drs. Setiabudi, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1. Mohammad Averrouce, SKM, MAP,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;

72. Dr. Guspika, MBA, Kementerian
PPN/Bappenas;

13. Dr. BustanS, M.S, Kementerian
PPN/Bappenas;

74. Dra. fudha Hasmah, MPM, Kementerian
PPN/Bappenas;

15. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;

16. Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kiki Meiriska R, S.lP, Kementerian

PPN/Bappenas;
18. Husni Rohman, S.lP, Kementerian

PPN/Bappenas;
19. Astuti Budiati, SE, Kementerian

PPN/Bappenas.

1 . Munandar Sulistiyo, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Kamin Firdaus, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGAPENDUKUNG

Salinan sesuai den3an aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ANDRINOFA. CHANIAGO
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